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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul : “Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 

Perspektift Fiqh Muamalah”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad kerja sama usaha pengelolaan 

kebun kelapa sawit antara masyarat Desa Kebun Lado dengan PT.SAR dan 

bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad kerja sama usaha 

pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat Desa Kebun Lado dengan 

PT.SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. 

Penelitian ini berbentuk lapangan (Field Research) yang mengambil lokasi 

di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, adapun 

pengumpulan data penulis lakukan dengan metode wawancara, observasi, dan 

tinjauan pustaka. Data yang dikumpulkan tersebut bersumber dari data primer yaitu 

data yang penulis peroleh secara langsung dari proses wawancara dan data sekunder 

yaitu data yang diperoleh dari buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan 

masalah yang diteliti. populasi dalam penelitian adalah masyarakat Desa Kebun 

Lado yang terdaftar sebagai pemilik lahan, yaitu berjumlah 409 KK,  dan PT.SAR 

yang termasuk dalam akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit dan 

yang menjadi samplenya adalah 14 orang dari masyarakat Desa Kebun Lado dan 6 

orang dari pihak PT. SAR, jadi berjumlah 20 orang, pemilihan sample 

menggunakan Purporsive Sampling (pengambilan sampel secara sengaja). 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas 

pelaksanaan kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat 

Desa Kebun Lado dengan PT.SAR dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah 

terhadap pelaksanaan akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara 

masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT.SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.  

Setelah penulis melakukan penelitian maka diketahui pelaksanaan kerja 

sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat Desa Kebun Lado 

dengan PT.SAR di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi yaitu kerja sama dalam bentuk mukhabarah, masyarakat sebagai pemilik 

lahan menyerahkan lahannya kepada perusahaan untuk digarap dan bibit, pupuk, 

pengelolaan, perawatan dan pemeliharaan kebun kelapa sawit bagian dari 

penggarap. dalam pembagian lahan, perusahaan juga memiliki lahan perkebunan 

dari kebun plasma sebagai hak milik perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab 

penuh terhadap hasil usaha kelapa sawit, perusahaan yang mengeluarkan biaya 

operasional tanpa capur tangan dari masyarakat dan keuntungan yang diperoleh 

masyarakat dari sisa biaya operasional yang telah dikeluarkan perusahaan, 

sedangkan keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak tercantum dalam data 

rekapitulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerja sama usaha pengelolaan 

tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, 

Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, bahwa kerja sama usaha pengelolaan 

kebun kelapa sawit antara masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT.SAR di Desa 

Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum sesuai 
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dengan hukum Islam, karena dalam pembagian nisbah keuntungan masih terdapat 

unsur ketidak jelasan (gharar). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu 

makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain1. 

Soerjono Soekanto, dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, 

mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu juga sebagai 

makhluk social tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama 

lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan 

pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.2 

Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama 

lain, untuk memenuhi kebutuhannya. Saling tolong menolong, melakukan 

sewa menyewa, tukar menukar barang, bekerja sama dan lain – lain antar 

masyarakat, itu semua dilakukan untuk memenuhi kebuthan mereka, 

dengan begitu kehidupan akan menjadi teratur dan baik, interaksi maupun 

transaksi yang dilakukan antara manusia satu dengan yang lain untuk 

memenuhi kebutuhannya dalam islam deisebut dengan istilah mu’amalah 

Yang dimaksud dengan Mu’amalah adalah aktivitas yang lebih pada 

tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan 

ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertical murni antara manusia 

                                                             
1 KBBI.web.id/makhluk 
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Rajawali, 1992) h. 111. 
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dengan Allah. Mu’amalah sebagai aktivitas sosial lebih longgar untuk 

dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk.3 al-Syatibi 

mengatakan : Mu’amalah berarti interaksi dan komunikasi antar-orang atau 

antar-pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau 

dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang dimaksud di sini 

adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi 

atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun 

tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya. Akad-akad ini 

diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan Fiqh Mu’amalah.4 

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari 

mereka meliputi sandang, pangan dan papan yang tidak pernah berkurang 

bahkan bertambah setiap harinya. Sesuai dengan firman Allah QS. Az-

Zumar (39) : 39 : 

                            

Artinya :“Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan 

keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka 

kelak kamu akan mengetahui,” 

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak akan 

terlepas dari hubungan terhadap sesama manusia. Tanpa hubungan dengan 

                                                             
3 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 

2016), h. 6 
4 Ibid, h. 6 
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manusia lain tidak mungkin manusia itu hidup dengan berbagai kebutuhan 

yang dapat terpenuhi. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tidak ada manusia 

yang sempurna, untuk itu diperlukan kehadiran manusia lain. contohnya 

saja seperti seseorang yang hanya mempunyai lahan tetapi tidak bisa 

mengolah tanah tersebut menjadi produktif, disatu sisi ada orang pandai 

dalam mengolah atau bercocok tanam tetapi tidak mempunyai lahan untuk 

di olahnya. Dengan begitu perlulah dilakukan sebuah kerja sama agar 

kepentinga dan kebutuhan masing-masing manusia tersebut dapat 

terlengkapi dan terpenuhi. 

Dalam Islam aktivitas kerja sama ini disebut dengan Syirkah, secara 

etimologis al-syirkah berarti al-ikhtilath (percampuran) dan persekutuan, 

yaitu percampuran antara sesuatu denga yang lainnya, sehingga sulit 

dibedakan.5 

Secara terminologi, menurut ulama Malikiah : Syirkah berarti : izin 

untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap 

harta mereka. Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah : Syirkah berarti : 

penetapan hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang 

mereka sepakati. Menurut ulama Hanafiah : Syirkah berarti : akad yang 

dilakukan oleh orang-orang yag bekerja sama dalam modal dan keuntungan. 

                                                             
5 Mardani, FIQH Ekonomi Syariah, (Jakarta: KENCANA, 2011) h. 218 
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Syirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga 

sekarang masih eksis dan dipraktekkan oleh masyarakat muslim. Sejalan 

dengan dinamika pemikiran manusia, akad syirkah mengalami proses 

modifikasi guna di adaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu 

mengalami perkembangan.6 

Syirkah juga pada praktiknya sering dikhususkan untuk kerja sama 

antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha (dengan tujuan 

tijaratan/bisnis maupun tabarru/al-amlak) dengan konsekuensi keuntungan 

dan kerugian ditanggung secara bersama.7 

Q.S. Shad (38) : 24 : 

                             

          ..... 

Artinya:"…Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-

orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim 

kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang 

                                                             
6 Maulana Hasanudin & Jaih Mubarok, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta : 

Kencana, 2012), h. 19 
7 Agus Rijal (Abu Yusuf), Utang Halal Utang Haram, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2013), h. 87-88 
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beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat 

sedikitlah mereka ini…" 

Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur 

sedemikian rupa dalam fiqh mu’amalah, agar setiap hak sampai kepada 

pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan 

haknya. Denga demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang 

lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidk ada pihak-pihak yang 

merugikan dan di rugikan.8 

Kerjasama yang dimaksud di atas adalah kerjasama yang berusaha 

untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerjasama adalah suatu 

bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu 

tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dan salah satu bentuk kerjasama 

yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yaitu tetang 

kerjasama Mukhabarah yang mana hampir sama dengan Muzara’ah terjadi 

di Desa Kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi. 

Muzara’ah adalah suatu akad kerja sama antara dua orang, di mana 

pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak 

kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya 

dibagi di antara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau 

sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari Nisbah tersebut, 

sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi 

                                                             
8 Ahmad Wardi Muslich, FIQH MUAMALAH, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 3 
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Muzara’ah tersebut, Syafi’iyah mensyaratkan bibit tanaman harus 

dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, 

maka istilahnya bukan Muzara’ah, melainkan Mukhabarah.9 

Mukhabarah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik 

lahan dan penggarap. Di mana benih tanamannya berasal dari petani atau 

penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap 

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) 

dari hasil panen.10 

Berdasarkan wawancara penulis dengan Masyarakat, Aparat Desa 

Kebun Lado dan pihak PT. SAR (Surya Agrolika Reks), kerja sama ini telah 

dilakukan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Yang membuat 

penulis ingin meneliti akad kerja sama ini adalah permasalahan penerapan 

keuntungan dalam reakapitulasi sisa hasil usaha, dan juga keuntugan yang 

dikelola penuh oleh perusahaan, menyebabkan masyarakat tidak mengetahi 

secara pasti berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dan yang 

diperoleh masyarakat itu sendiri. Dan juga dengan pengeluaran biaya untuk 

pengelolaan dan pemotongan-pemotongan yang begitu besar yang 

tercantum di dalam rekapitulasi hasil panen TBS plasma yang diterima 

masyarakat. Permasalahan dalam kerja sama usaha pengelolaan kelapa 

                                                             
9 Ibid, h. 393-394 
10 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta : Erlangga, 2012), h. 109. 
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sawit ini sangat penting untuk kita ketahui dan mengerti, karema tidak boleh 

mengadakan akad pada sesuatu yang tidak diketahui.11 

Dengan bertitik tolak pada pemaparan diatas, penulis tertarik 

mengkaji lebih mendalam pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam 

skripsi yang berjudul  :  

“Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 

Perspektif  Fiqh Muamalah” 

B. Batasan Masalah 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis memberikan batasan 

masalah terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut : penelitian ini terbatas 

pada Akad Kerja Sama yang dilakukan antara masyarakat Desa Kebun Lado 

dengan PT. SAR dalam melakukan kerja sama pengelolaan kebun kelapa 

sawit di desa kebun lado pada tahun 2018-2019. 

C. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan akad kerja sama usaha pengelolaan kebun 

kelapa sawit antara masyarakat dengan PT. SAR di Desa Kebun 

Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi 

Riau ? 

                                                             
11 Sayyid sabiq, Fiqhus Sunnah, alih Bahasa oleh Mujahidin Nurhayan, Lc., Jakarta: Pena 

Pundi Aksara, 2011. Cet. Ke-3, jillid 5, h. 297 
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2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad yang terjadi 

antara masyarakat dengan PT. SAR dalam kerja sama usaha 

pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kebun Lado Kecamatan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dilakukan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui akad kerja sama yang terjadi antara 

masyarakat dengan PT. SAR dalam pelaksanaan usaha 

pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kebun Lado Kecamatan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap akad yang 

terjadi antara masyarakat dengan PT. SAR dalam kerja sama 

pengelolaan kebun kelapa sawit di Desa Kebun Lado Kecamatan 

Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. 

2. Adapun kegunaan penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini diharapkan dapat untuk menambah pengetahuan, 

juga sebagai informasi terhadap umat islam khususnya.  

b. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada 

Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana 

hukum. 
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c. Sebagai bahan rujukan kepustakaan serta pengembangan 

cakrawala pemikiran bagi penulis dan sumbangan pemikiran 

kepada pembaca dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 

E. Metode Penilitian 

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian ini disusun 

dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :  

1. Lokasi penelitian  

Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang dilaksanakan 

di Desa Kebun Lado, Kec. Singingi, Kab. Kuantan Singingi. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek dalam penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat desa dan Pihak PT. 

SAR. 

b. Objek penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah akad kerja sama yang dilakukan 

masyarakat dengan PT. SAR dalam pengelolaan kelapa sawit di 

Desa Kebun Lado.. 

3. Populasi12  

Populasi adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki 

kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah 

pokok dalam suatu penelitian. adapun populasi dalam penelitian 

                                                             
12 Muhammad, Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan 

contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya), Jakarta: Rajawali, 2008, h. 161-

162 
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adalah masyarakat Desa Kebun Lado yang berjumlah 409 KK yang 

yg terdaftar sebagai pemilik lahan dan termasuk  PT.SAR, yang 

menjadi samplenya adalah 40 orang dari masyarakat Desa Kebun 

Lado dan 6 dari pihak PT. SAR, jadi berjumlah 46 orang, pemilihan 

sample menggunakan purposive sampling, yaitu salah satu teknik 

sampling non random sampling dimana peneliti menentukan 

pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang 

sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat 

menjawab permasalahan penelitian.13 

4. Sumber data  

a. Data Primer, adalah sumber yang diperoleh dari masyarakat desa 

dan pihak PT. SAR. 

b. Data Sekunder, Adalah data yang diperoleh dari keterangan buku-

buku yang berhubungan dengan penelitian ini.  

5. Pengumpulan data  

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, ditempuh 

dengan berbagai cara    sebagai berikut : 

a. Observasi (Pengamatan). Penulis melakukan pengamatan langsung 

kelokasi penelitian untuk melihat keadaan yang sebenarnya. 

                                                             
13 Anwar Hidayat, “Penjelasan Teknik Purpose Sampling”,diakses dari 

https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-poposive-sampling.html?amp , pada 

tanggal 2 maret 2020 pukul 20:15 

https://www.statistikian.com/2017
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b. Interview (wawancara). Penulis melakukan wawancara langsung 

dengan responden untuk memperjelas hal-hal yang dianggap perlu 

dalam penelitian ini. 

c. Tinjauan pustakaan.  

6. Metode Analisa Data 

Adapun analisa data kualitatif, yaitu penelitian yang berupa 

menghimpun data, maka analisa penulis menggunakan deskriftif 

kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan secara deskriftif 

lalu digambarkan melalui kata-kata. 

7. Metode penulisan 

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

a. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus 

dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan 

peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasinya yang 

bersifat umum. 

b. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian-

uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju 

suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut 

Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang 

dipandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga 

dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang 

termasuk dalam kelas atau jenis itu. 
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c. Komperatif, adalah untuk pemecahan suatu masalah 

melalui analisa terhadap faktor yang berhubungan 

dengan situasi yang di selidiki dengan membandingkan 

antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. 

Kemudian dikompromikan, jika tidak bisa di 

kompromikan penulis akan mencoba menganalisa data 

mana yang mendekati kebenaran. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun serta mempermudah 

pembaca dalam memahami dan mengerti isi dari skripsi nantinya. Secara 

keseluruhan, penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang secara garis 

besar bab-per bab diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas hal-hal yang permasalahan, batasan 

masalah bersifat umum seperti : latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian dan  sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENEITIAN  

Pada bab ini membahas tentang lokasi penelitian di Desa 

Kebun Lado dan PT. SAR yang meliputi kondisi Geografis, 

sejarah, visi dan misi. 

BAB III : TEORI UMUM KERJASAMA 
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Merupakan bab landasan teori tentang Akad akad kerja sama 

yang meliputi, pengertian kerja sama, dasar hukum, rukun, 

syarat-syarat serta macam-macam kerja sama.  

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Merupakan bab yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan 

akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa sawit yang 

dilakukan antara masyarakat dengan PT. SAR di Desa Kebun 

Lado Kecamatan Singingi Kabupaten.Kuantan Singingi 

Provinsi Riau dan juga menjelaskan ditinjaun fiqh muamalah 

terhadap akad kerja sama usaha pengelolaan kebun kelapa 

sawit antara  masyarakat dengan PT. SAR di Desa Kebun 

Lado Kecamatan Singingi Kabupaten.Kuantan Singingi 

Provinsi Riau. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bagian akhir yang terdiri dari hasil kesimpulan 

dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 



14 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Desa Kebun Lado 

Kebun Lado merupakan suatu Desa posisinya terletak atau berada di 

sebelah utara paling ujung dari Kecamatan Singingi yang berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Singingi Hilir di Kabupaten Kuantan Singingi. 

Desa Kebun Lado di aliri oleh sungai besar yang konon dulu diberi nama 

Sungai Singingiang seiring dengan terjadinya beberapa perubahan maka 

sekarang sungai tersebut diberi nama Sungai Singingi. 

Kebun Lado semula berasal dari kata Kebun Laado (Lokasi 

Perkebunan Sudah Ada) yang dikenal dengan kesuburan tanahnya yang 

sampai saat ini masih dikuasai dan digarap secara turun temurun oleh cucu 

kemenakan atau masyarakat Desa Kebun Lado. 

Kata Kebun Laado mengalami penyempurnaan menjadi Kebun Lado 

yang menjadoi nama resmi Kebun Lado pada saat ini. Desa Kebun Lado 

merupakan Desa adat yang secara sistematis pemerintah Desa selalu 

berkoordinasi dengan lembaga adat yang ada di Desa Kebun Lado untuk 

merencanakan serta melaksanakan pembangunan yang menyangkut hajat 

orang banyak dan kesejahteraan masyarakat Desa. 
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Kekentalan adat istiadat yang ada di Desa Kebun Lado menuntut 

masyarakat menjadi masyarakat yang agamis, santun dan toleran yang saat 

ini masih terjaga dengan baik.14 

B. Letak Geografis 

Desa Kebun Lado merupakan satu-satunya Desa yang ada di 

Kecamtan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang berdasarkan 

peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008. Desa 

Kebun Lado Kecamatan Singingi dari 3 lingkungan atau dusun yang 

diketahui oleh seorang Kepala Dusun, 6 RW yang diketuai oleh Ketua RW, 

dan 18 RT yang diketuai oleh Ketua RT, dengan jarak 12 KM dari Ibukota 

Kecamatan, 40 KM dari Ibu Kota Kabupaten, 128 KM dari Ibu Kota 

Provinsi, 1260 KM dari Ibu Kota Negara, mempunyai batas-batas wilayah 

sebagai berikut15 : 

 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Petai Kecamtan Singingi Hilir 

 Sebelah setara berbatasan dengan Kelurahan Muara Lembu 

 Sebelah barat berbatasan dengan PT.RAPP 

 Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Sirih, Sungai Bawang dan 

Desa Sungai Kuning 

C. Demografis 

a. Kondidisi Umum 

                                                             
14 Dokumen Desa Kebun Lado (10 November 2015) 
15 Dokumen Desa Kebun Lado (10 November 2015) 
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Desa Kebun Lado merupakan Desa yang memiliki penduduk yang 

bercampur dari berbagai suku bangsa dengan jumlah penduduk 1698 dan 487 

KK yang terdiri dari jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 863 

dan jumlah pendudk perempuan 835. 

b. Iklim 

Desa Kebun Lado terletak pada posisi 00 00 lintang utara 1000 lintang 

selatan dan 1010-1010-55 lintang timur. Desa Kebun Lado pada umumnya 

beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 32,60C – 36,50C dan suhu 

minimum berkisar antara 19,20C -22,00C dengan curah hujan antara 74,00-

327,50 mm pertahun dengan keadaan musim berkisar : 

 Musim hujan jatuh pada bulan September – Februari 

 Musim kemarau pada bulan Maret dan agustus 

c. Letak dan Luas Wilayah 

Desa Kebun Lado terletak didataran rendah dengan luas wilayah ± 

3500 Ha.16 

D. Keadaan Sosial17 

a) Lembaga Pendidikan 

Table 2.1 : Lembaga Pendidikan 

NO Lembaga Pendidikan Jumlah 

1 Gedung TK 2 

2 PAUD 1 

                                                             
16 Dokumen Desa Kebun Lado (10 November 2015) 
17 Dokumen Desa Kebun Lado (10 November 2015) 
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3 MDA 1 

4 SD 1 

5 SLTP 1 

Jumlah 6 

 

b) Kesehatan 

Table 2.2 : Kesehatan 

NO Kesehatan Jumlah 

1 Posyandu 1 

2 Puskesmas Pembantu 1 

Jumlah 2 

c) Keagamaan. 

1. Data Keagamaan Desa Kebun Lado 

Table 2.3 : Keagamaan 

NO Keagamaan Jumlah 

1 Islam 1683 

2 Katolik 0 

3 Kristen 15 

4 Hindu 0 

5 Buddha 0 

Jumlah 1698 
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2. Data Tempat Ibadah 

Table 2.4 : Tempat Ibadah 

NO Tempat Ibadah Jumlah 

1 Mesjid 2 

2 Gereja 0 

3 Pura 0 

4 Vihara 0 

5 Mushollah 3 

Jumlah 5 

 

E. Keadaan Ekonomi 

a) Pertanian  

Table 2.5 : Pertanian 

NO Pertanian Jumlah 

1 Sawah 50 Ha 

2 Palawija 1 Ha 

3 Sawit 350 Ha 

4 Karet 110 Ha 

5 Singkong 1 Ha 

Jumlah 522 Ha 

 

b). Peternakan 

Table 2.6 : Peternakan 
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NO Peternakan Jumlah 

1 Kambing 63 Ekor 

2 Sapi 15 Ekor 

3 Kerbau 60 Ekor 

4 Ayam 1000 Ekor 

5 Itik 200 Ekor 

6 Ikan 30000 Ekor 

Jumlah 31338 Ekor 

 

c). Struktur Mata Pencaharian 

Table 2.7 : Pekerjaan 

NO Pekerjaan Jumlah 

1 Petani dan Perkebunan 709 

2 Pedagang 35 

3 PNS 11 

4 Pelajar/Mahasiswa 480 

5 Montir 5 

6 Tukang Jahit 3 

7 Guru 15 

8 Bidan/Perawat 17 

9 TNI 1 

10 Sopir 30 
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Jumlah 551 

 

F. KONDISI PEMERINTAHAN DESA 

a). Lembaga pemerintahan 

Table 2.8 : Lembaga Pemerintahan 

NO Aparat Desa Jumlah 

1 Kepala Desa 1 

2 Sekretaris Desa 1 

3 Perangkat Desa 6 

4 BPD 7 

Jumlah 15 

 

b). Lembaga kemasyarakatan 

Table 2.9 : Lembaga Kemasyarakatan 

NO Aparat Desa Jumlah 

1 LKD 1 

2 PKK 1 

3 Posyandu 1 

4 Pengajian 4 

5 Arisan 2 

6 Simpan Pinjam 2 

7 Kelompok Tani 2 
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8 Karang Taruna 1 

Jumlah 15 

 

c). Pembagian Wilayah 

Nama Dusun : 

1. Dusun Bandar Kalis    : 2 RW, 6 RT 

2. Dusun Simpang Tiga   : 2 RW, 6 RT 

3. Dusun Batang Uwo    : 2 RW, 6 RT 

G. SEJARAH SINGKAT PT. SURYA AGROLIKA REKSA 

PT. Surya Agrolika Reksa suatu perusahaan swasta yang didirikan 

oleh Adimulya Group pada tahun 1999, berlokasi di Desa Beringin Jaya, 

Kecamatan Singingi Hilir, kabupaten Kuantan Singingi, Propinsi Riau 

dengan akta pendirian dari notaries Joko Anggoro, SH Nomor 

287/NTS/591.4/1997.Perusahaan ini didirikan atas dasar persetujuan 

pemerintah daerah Pekanbaru untuk mengembangkan perkebunan kelapa 

sawit di kawasan transmigrasi khususnya dikecamatan Singingi Hilir dan 

sekitarnya dengan system KKPA ( Kredit Koprasi Primer Untuk Anggota). 

Hal ini bertujuan untuk memsukseskan program pemerintah dalam 

mengurangi kemiskinan melalui perkebunan kelapa sawit. Selain itu juga 

bertujuan untuk memanfaatkan lahan-lahan milik warga yang tidak dirawat, 

sehingga lahan-lahan yang kurang di manfaatkan ataupun warga yang 

bersangkutan tidak mampu menggarap sendiri bisa menyerahkan ke 
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perusahaan, sehingga lahan tersebut akan lebih bermanfaat dengan system 

pembagian hasil yang telah disepakati bersama18 

H. AKTIVITAS PERUSAHAAN  

PT. Surya Grolika Reksa adalah perusahaan yang aktivitas atau 

kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perkebunan  kelapa sawit yang 

Menajalankan usaha dibidang perkebunan kelapa sawit.  Dalam perusahaan 

terdapat dua divisi yaitu divisi kebun dan divisi produksi. Divisi kebun 

bertanggung jawab mengelola kebun perusahaan mulai dari melakukan 

pembibitan sawit, penanaman, perawatan dan pemanenan sawit. Hasil 

panen sawit yang berupa tandan buah segar (TBS) kemudian diangkut 

kedivisi produksi untuk diolah menjadi minyak sawit. Pengelolahan buah 

kelapa sawit diawali dengan proses pemanenan buah kelapa sawit. Untuk 

memperoleh hasil produksi (CPO) dengan kualitas yang baik serta dengan 

Rendemen minyak yang tinggi, pemanen dilakukan berdasarkan kriteria 

panen (tandan matang panen) yaitu dapat dilihat dari jumlah brondolan yang 

telah jatuh ditanah sedikitnya ada lima buah yang lepas daru tandan yang 

beratnya kurang dari 10 kg atau sdikitnya ada 10 buah yang lepas dari 

tandan. Cara pemanen kelapa sawit harus dilakukan dengan baik sesuai 

dengan standar yang telah ditentukan hal ini bertujuan agar pohon yang 

telah dipanen tidak terganggu produktifitasnya atau bahkan lebih meningkat 

dibandingan sebelumnya. 19 

                                                             
18 Dokumen Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 

Pola Kemitraan Initi - Plasma (20 Juli 2010) 
19 Dokumen Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 

Pola Kemitraan Initi - Plasma (20 Juli 2010) 
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I. PENGELOLAAN KEBUN MASA PANEN  

Setelah kebun plasma selesai dibangun  dan telah masuk  pada masa 

Tanaman Menghasilkan (TM) seluruh pekerjaan panen maupun 

pemeliharaan tanaman diserahkan pengelolaannya kepada koperasi.Namun 

perusahaan Inti tetap  memegang kendali kebijaksanaan pengelolaan kebun 

plasma dalam hal  :  

a. Pemupukan meliputi  semua aspek  (pengadaan barang , menentukan 

jenis  dan  dosis , serta  menetapkan waktu  pelaksanaannya)   

b. Pengendalian hama dan penyakit meliputi semua aspek   (pengadaan 

barang, menentukan  jenis  dan  dosis, serta  menetapkan tata  cara 

pelaksanaannya)  

c. Mengatur rotasi dan mengawasi mutu  pekerjaan pemeliharaan 

tanaman 

d. Mengatur rotasi panen dan mengawasi mutu hasil panen. 

Pada setiap awal tahun perusahaan inti bersama–sama dengan 

koperasi selaku mitra usaha melaksanakan rapat membahas Rencana Kerja 

Dana Operasional (RKDO) untuk menentukan arah dan kebijakan 

pengelolaan kebun plasma satu tahun kedepan. Materi pembahasan RKDO 

antara lain berisi: 20 

a. Penegasan sisa hutang kepada bank dan kepada perusahaan 

mitra. 

                                                             
20 Dokumen Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit 

Pola Kemitraan Initi - Plasma (20 Juli 2010) 
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b. Menetapkan target produksi dan taksiran nilai jual. 

c. Menghitung taksiran biaya panen, pengangkutan dan 

pemeliharaan tanaman.  

d. Menghitung taksiran biaya umum / administrasi. 

e. Menetapkan besarnya potongan hutang. 

f. Mengetahui gambaran besarnya sisa hasil usaha yang akan 

dibagikan kepada petani peserta.  
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BAB III 

TEORI KERJA SAMA 

 

A. Pengertian Kerja Sama 

  Kerja sama sering disebut al musyarakah. Istilah lain dari al 

musyarakah adalah syirkah atau syarikah. 21 Secara harfiah, dalam Islam 

makna syirkah (kerja sama) berarti al-ikhtilath (penggabungan atau 

percampuran). Percampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang 

yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak 

mungkin untuk dibedakan.22 Menurut istilah, syirkah adalah kerja sama 

antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau 

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan 

berdasarkan kesepakatan bersama.23 Dalam bisnis syariah, kerja sama 

(syirkah) adalah kerja sama dua orang atau lebih yang sepakat 

menggabungkan dua atau lebih kekuatan (aset modal, keahlian dan tenaga) 

untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agro industri, 

atau lainnya dengan tujuan mencari keuntungan.24 

 

 

                                                             
21 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2015, h.218 
22 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 99 
23 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012, h. 218 
24 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syariah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 241 
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Adapun pengertian syirkah menurut para fukaha adalah sebagai 

berikut:   

a. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad antara dua orang yang 

berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.  

b. Menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk bertindak secara 

hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.  

c. Menurut Hasby Ash-Shiddiqie, syirkah adalah akad yang berlaku antara 

dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam bekerja pada 

suatu usaha dan membagi keuntungannya.25  

d. Menurut ulama Syafiiyah, syirkah adalah tetapnya hak atas suatu barang 

bagi dua orang atau lebih secara bersamasama.26 

e. Menurut ulama Hambali, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu 

bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.27 

f. Menurut Idris Ahmad, syirkah sama dengan syariat dagang, yakni dua 

orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, 

dengan menyerahkan modal masing-masing, di mana keuntungan dan 

kerugiannya diperhitungkan menurut besar dan kecilnya masing-

masing.28 

                                                             
25 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 

h. 127 
26 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali, 2016, h. 200 
27 Mohammad Nadzir, Fiqh Muamalah Klasik, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 

118 
28 Hendi Suhendi, FiqhMuamalah, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 126-127  
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Dengan demikian syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau 

lebih untuk mamasukkkan suatu inberg (uang, modal, tenaga kerja), dengan 

kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai 

dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung 

risiko kerugian yang kemungkinan akan diderita. Syirkah merupakan salah 

satu bentuk dari perjanjian bagi hasil.29 yaitu kerja sama dalam berusaha 

untuk mendapatkan keuntungan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily (1989: 792-793), 

musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha 

tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 

dengan kesepakatan.30 

Oleh karena itu, kerja sama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam 

suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul 

maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah 

melakukan kerja sama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerja 

sama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau 

perjanjian kerja sama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan 

                                                             
29 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : Konsep, Regulasi, dan 

Implementasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, h.117 
30 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012, h. 151 
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untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa 

paksaan dari pihak manapun.31 

B. Dasar Hukum Kerja Sama 

Kerja sama (syirkah) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-

Qur’an, sunnah, dan ijma ulama.12 Berikut ini adalah ayat dan hadits yang 

dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan syirkah.   

1) Al-Qur’an ( QS.Shad (38): 24) 
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َ
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Artinya:"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk 

ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya 

kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan 

Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia 

meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud 

dan bertaubat.” 

                                                             
31 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2010, h. 242 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa diantara orang-orang yang 

bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak dzalim kecuali orang-

orang yang beriman dan beramal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit 

jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap 

diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang 

berlebel Islam.32 

2) Hadits    

ُ عَنْهُ قال: قالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليَْهِ  عَنْ أبَي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّه

ُ تعَالى: أنَا ثاَلِثُ الشهرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يخَُنْ أحََدُهُمَا صَاحِبهَُ،  وَسَلّم: "قَالَ اللَّه

 فَإذا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بيَْنِهِمَا" 

لْحَاكِمُ.رَوَاهُ أبو داوُدَ وَصَحّحَهُ ا  

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah 

bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang 

yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya 

tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang 

berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan 

mereka”.(HR. Abu Daud) 

Maksud dari hadits di atas adalah bahwa Allah SWT akan menjaga 

dan menolong dua orang yang bersekutu, dan menurunkan berkah pada 

                                                             
32 Ali Hasan, Op.cit, h. 243 
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pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang 

mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan 

pertolongan dan keberkahan tersebut. 

Legalitas musyarakah pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat 

sedang melakukan musyarakah. Beliau bersabda: “Kekuasaan Allah 

senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak 

berkhianat.” Selain itu, kebolehan akad musyarakah merupakan ijma ulama 

(konsensus/kesepakatan ulama).33 

3) Ijma  

Ijma mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang 

keberadaan syirkah ini, meskipun dalam wilayah yang lebih rinci mereka 

berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum syirkah tertentu. 

Misalnya sebagian ulama hanya membolehkan jenis syirkah  tertentu dan 

tidak membolehkan jenis syirkah yang lain.34 Akan tetapi, berdasarkan 

hukum yang diruaikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan 

syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya 

telah jelas dan tegas.35 

 

 

                                                             
33 Mardani, Op.cit, h. 221-222 
34 Qamarul Huda, Op.cit, h. 102 
35 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 106 
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C. Rukun dan Syarat Kerja Sama 

Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu 

berlangsung. Adapun rukun syirkah adalah sebagai berikut:  

1. shighat, yaitu ungkapan yang keluar dari masingmasing dua pihak    

yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk 

melaksanakannya. Shighat terdiri dari ijab (ungkapan penawaran 

melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan 

perserikatan) yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud 

syirkah baik berupa perbuatan maupun ucapan.36 Istilah ijab dan qabul 

sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab qabul, seseorang 

berkata kepada partnernya “aku bersyirkah untuk urusan ini” kemudian 

partnernya menjawab “telah aku terima”.37 Syarat yang berkaitan 

dengan shighat akad yaitu proses syirkah harus diketahui oleh pihak-

pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan 

ucapan atau tulisan.38 

2. Dua pihak yang berakad (‘aqidhain), syirkah tidak sah kecuali dengan 

adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya 

kelayakan melakukan transaksi (ahliyah al-‘aqad, yaitu baligh, berakal, 

pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta).  

                                                             
36 Mardani, Op.cit, h. 218 
37 Abdul Rahman Ghazaly, Op.cit, h. 129 
38 Qamarul Huda, Op.cit, h. 104 
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3. Objek syirkah (ma’qud ‘alaih), yaitu modal pokok yang biasanya 

berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada dan 

diserahkan secara tunai bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak 

diketahui, karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi 

tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan. Keuntungan dibagi antara 

anggota syarikat sesuai dengan kesepakatan. Syarat yang berkaitan 

dengan modal yaitu:  

a. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis 

dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari 

emas, maka nilai emas tersebut harus sama. 

b. Modal ditasharrufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga 

jumlahnya harus sama. 

c. Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.39 

Syarat syirkah merupakan sesuatu hal penting yang harus ada 

sebelum dilaksanakan syirkah. Apabila syarat tidak terwujud, maka 

transaksi syirkah batal. Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai 

berikut:   

1. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau 

keahlian (ahliyah) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. 

Demikin ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, 

baligh, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu 

                                                             
39 Ibid, h. 104 
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posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia 

menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta. 

2. Modal syirkah diketahui. 

3. Modal syirkah ada pada saat transaksi. 

4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, 

seperti setengah, seperempat, dan lain sebagainya.40 

D. Macam-macam Kerja Sama 

Syirkah dibagi menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:  

1. Syirkah Amlak (sukarela), adalah kerja sama antara dua orang atau lebih 

yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah ini terbagi 

menjadi 2 yaitu:  

a. Syirkah Ikhtiariyah, adalah syirkah yang timbul dari perbuatan dua 

orang yang berakad. Misalnya, dua orang dibelikan sesuatu atau 

dihibahkan suatu benda, dan mereka menerimanya, maka jadilah 

keduanya berserikat memiliki benda tersebut. 

b. Syirkah Jabariyah (paksaan), yaitu syirkah yang timbul dari dua 

orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, dua orang 

atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat 

memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.41 

                                                             
40 Mardani, Op.cit, h. 219 
41 Rozalinda, Op.cit, h. 194 
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2. Syirkah Uqud, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua 

orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. 

Syirkah ini terbagi menjadi 5 yaitu:42 

a. Syirkah Inan, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih yang 

sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki 

dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati diawal. Apabila bisnis 

ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan 

nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut 

mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan 

berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. 

Dalam syirkah ini porsi kepemilikan saham atau modalnya tidak 

sama. Bentuk syirkah ini pada saat sekarang dapat dilihat pada 

firma, PT, CV dan koperasi. Masing-masing anggota memasukkan 

modal atau saham ke dalam perusahaan yang bersangkutan, 

kemudian dikelola bersama atau oleh salah satu pihak saja dan 

keuntungan dibagi berdasarkan jumlah saham masing-masing.43 

Adapun syarat dari syirkah inan antara lain sebagai berikut: 

1. Modal merupakan harta tunai, bukan utang dan tidak pula barang 

yang tidak ada di tempat. Modal merupakan sarana untuk 

melakukan transaksi, sedangkan transaksi tidak mungkin 

dilakukan apabila modalnya berbentuk utang atau tidak ada. 

                                                             
42 Ibid, h. 195 
43 Lukman Hakim, Op.cit, h. 107 
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2. Modal harus berupa uang seperti dinar, dirham, atau rupiah, 

bukan berupa barang seperti benda bergerak dan tak bergerak.44 

b. Syirkah Mufawadlah, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih 

yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha dengan 

persyaratan sebagai berikut:  

1. Modalnya harus sama. Apabila diantara anggota perserikatan 

ada yang modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah. 

2. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada 

kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang 

belum dewasa atau baligh tidak sah dalam anggota perikatan. 

3. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, 

tidak sah berserikat antara orang Muslim dengan non Muslim. 

4. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas 

nama syirkah (kerja sama).45 

c. Syirkah Abdan, adalah kerja sama antara dua orang atu lebih  yang 

sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang 

mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. 

Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung 

bersama secara merata. Misalnya, dua orang akuntan membuka 

kantor akuntan publik dan secara bersama mereka meminjam uang 

dari bank.46 

                                                             
44 Rozalinda, Op.cit, h. 196 
45 Mardani, Op.cit, h. 223 
46 Lukman Hakim, Op.cit, h. 107 
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d. Syirkah Wujuh, adalah kerja sama antara dua orang atau lebih tanpa 

ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerjasama untuk 

membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada 

kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara 

sesama mereka.47 Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh 

para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau 

supplier secara konsinyasi dagang. Kerja sama dagang ini hanya 

berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua 

orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada 

pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan 

anggota perserikatan.48 

e. Syirkah Mudlarabah, adalah kerja sama antara pemilik modal dan 

seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam 

suatu usaha tertentu. Dalam syirkah ini, salah satu pihak menjadi 

pemodal dan pihak lain menjadi operator atau pekerja. Keuntungan 

dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, kerugian berupa uang 

ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung 

operator atau pekerja.49 

 

                                                             
47 Mardani, Op.cit, h. 224 
48 Rozalinda, Op.cit, h. 199 
49 Lukman Hakim, Op.cit, h. 107 
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E. Kerja Sama dalam Pertanian, Perkebunan, Pengairan dan 

Pemberdayaan Tanah 

Kerja sama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan 

dapat pula dalam usaha perdagangan dan industry. Kerja sama dalam 

pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja, yang 

disebut dengan muzara’ah atau pemilik pepohonan dengan pekerja atau 

perawat pepohonan tersebut, yang disebut musaqah.50 

1. Muzara’ah 

a. Pengertian Muzara’ah 

Kata “al-muzara’ah”, secara etimologi adalah bentuk 

mashdar (infinitif) dari asal kata, “az-Zar’u” yang artinya adalah, al-

inbaat (menanam, menumbuhkan). Sedangkan secara terminologi  

syara’ adalah, sebuah akad pengolahan dan penanaman (lahan) 

dengan upah sebagian dari hasilnya. 

Dalam referensi lain istilah, muzara’ah adalah suatu cara 

untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja 

sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, 

dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan 

(nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf 

(adat kebiasaan).51 

                                                             
50 Amir Syarifudin, Op.cit, h. 240 
51 Hendi Suhendi, Op.cit, h. 153 
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Menurut Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan muzara’ah 

dengan: perserikatan dalam pertanian. 

Menurut Ulama Mazhab Hanbali: muzara’ah adalah 

penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan 

hasilnya dibagi berdua.52 

Al-Muzara’ah juga disebut dengan al-Mukhabarah (dari asal 

kata, “al-khabaar”, yang artiny adalah, tanah yang gembur) dan al-

Muhaaqalah. Sedangkan orang irak menyebutnya al-Qaraah. 

Sementara itu, ulama Syafi’iyyah menjelaskan pengertian al-

mukhaabarah seperti berikut, mengerjakan suatu lahan dengan upah 

sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak pekerja. 

Sedangankan al-muzhara’ah sama dengan al-Mukhabarah, hanya 

saja benihnya dari pemilik lahan. 

Di Indonesia istilah tersebut di atas dengan “paroan 

sawah/lading” penduduk Irak menyebutnya mukhabarah. Dalam 

masalah ini al-muzara’ah dan mukhabarah mempunyai pengertian 

yang sama, dan yang dipersoalkan hanya mengenai bibit pertanian 

itu. Al-mukhabarah, bibitnya berasal dari petani sedangkan al-

muzara’ah bibitnya dari pemilik lahan.53  

                                                             
52 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT. 

RajaGrafindo, 2004, h. 271-272 
53 Ibid,  
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Dari formulasi definisi tersebut dapat dipahami bahwa 

muzara’ah dan mukhabarah ada kesamaan dan ada pula perbedaan. 

Persamaannya: antara muzara’ah dan mukhabarah terjadi pada 

peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya 

kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya: berkaitan pada 

modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan 

bila modal dikeluarkan pemilik tanah disebut muzara’ah. 

Muzara’ah dan mukhabarah ialah seseorang memberikan 

tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian 

tertentu dari hasil tanah tersebut (misalnya sepertiga atau 

separuhnya).54 

b. Landasan Hukum Muzara’ah 

Kerja sama dalam bentuk muzara’ah menurut kebanyakan 

ulama hukumnya boleh. Dasar kebolehannya itu, di samping dapat 

dipahami dari umumnya firman Allah yang menyuruh saling tolong-

menolong dalam berbuat baik, QS al-Maidah (05) : 2: 
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54 Ismail Nawawi, Op.cit, h. 161-162 
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Artinya: “Saling bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat 

baik dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-

tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya”. 

Juga secara khusus dari hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut 

riwayat al-Bukhari yang mengatakan: 

 
ُ

 اللّٰ
َّ

 رَسُولُ اِلله صَلَ
 
َّ 
َ
 )أ
ُ
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َ
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ُ
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َ
 ع

  
َ
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َ
 َْ ع

َّ
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َ
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َ
َرٍ ِا

َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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َ
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Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW. Mempekerjakan 

penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan 

imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam 

bentuk tanaman atau buah-buahan”. .(HR. 

Bukhari)  

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan 

oleh Nabi dengan petani Khaibar adalah kerja sama, bukan upah-

mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa tanah 

dengan pemilik tanah, karena sewa dalam muamalah  sewa-
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menyewa atau upah dalam muamalah upah–mengupah, harus jelas 

dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti. Ulama 

yang mengatakan tidak boleh muamalah dalam bentuk muzara’ah 

berpendapat bahwa muamalah yang dilakukan Nabi ini adalah upah-

mengupah dengan pekerja tani dan sewa tanah dengan pemilik 

tanah.55 Yaitu  menurut Asy-Syafi’iyah, haram melakukan 

muzara’ah. Ia beralasan dengan hadits, sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Muslim dan Tsabit Ibn Adh-Dhahak bahwa 

Rasulullah SAW. telah melarang bermuzara’ah dan memerintahkan 

sewa-menyewa saja dan Rasulullah SAW. bersabda, “Itu tidak 

mengapa”.56 

c. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Muzara’ah 

Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara’ah 

mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad ini menjadi 

sah. 

1. Pemilik lahan 

2. Petani penggarap (pengelola) 

3. Objek muzara’ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil 

kerja pengelola 

4. Ijab dan Qabul 

                                                             
55 Amir Syarifuddin, Op.cit, h. 241 
56 Ismail Nawawi, Op.cit, h. 162 
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Secara sederhana ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. 

Namun sebaliknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang 

dibuat da isetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja 

sama itu). 

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat muzara’ah, ada yang 

berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, 

lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka 

waktu berlaku akad. 

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan 

akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat 

bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama 

Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi 

syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang 

murtad dianggap mauquf, yaitu tidak mempunyai efek 

hukum, sampai ia masuk Islam kembali. Namun, Abu 

Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani, tidak 

menyetujui syarat tambahan itu, karena akad muzara’ah 

tidak hanya dilakukan antara sesame muslim saja, tetapi 

boleh juga antara muslim dengan non-muslim. 

2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam 

harus jelas dan menghasilkan. 

3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah: 
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a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan 

itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada 

tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah 

tertentu. 

b. Batas-batas lahan itu jelas 

c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani 

untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut 

campur tangan untuk mengolahnya. 

4. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai 

berikut: 

a. Pembagian hasil panen harus jelas 

(persentasenya) 

b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang 

yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti 

disisihkan lebih dahulu sekian persen 

Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan 

di dalam perjanjian, sehigga tidak timbul perselisihan 

dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola 

itu sangat luas. 

5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di 

dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti 

membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk 
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menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan 

dengan adat kebiasaan setempat. 

6. Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus 

jelas pemanfaatannya, benihnya, pupuknya, dan obatnya, 

seperti yang berlaku pada daerah setempat. 

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-

Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad 

muzara’ah, maka ada empat bentuk muzara’ah. 

a. Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja 

dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek 

muzara’ah adalah jasa petani, maka hukumnya 

sah. 

b. Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan 

saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat 

dan kerja, sehingga menjadi objek muzara’ah 

adalah manfaat lahan, maka akad muzara’ah juga 

dipandang sah. 

c. Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan 

dan kerja dari petani, maka akad muzara’ah juga 

sah. 

d. Apabila lahan pertanian dan alat disediakan 

pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja 

disediakan petani, maka akad itu tidak sah. 
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Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari 

pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena 

alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. 

Menurut mereka, manfaat alat pertanian ini tidak 

sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan 

adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan 

dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk 

mengolah lahan saja. Alat pertanian seharusnya 

mengikat kepada petani penggarap, bukan 

kepada pemilik lahan.57 

F. Berakhirnya Kerja Sama 

Syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Akad syirkah menjadi batal bila salah seorang dari peserta 

syirkah tersebut membatalkan akad syirkah. Hal ini bisa 

terjadi karena akad syirkah hukumnya jaiz (boleh) dan bukan 

lazim (mesti). Oleh karena itu setiap anggota syirkah 

dibolehkan untuk mundur dari perjanjian syirkah dengan 

syarat diketahui anggota lainnya. Meskipun anggota lain 

tersebut tidak hadir, namun yang penting dia tahu akan 

pembatalan tersebut. 

                                                             
57 Ali Hasan, Op.cit, h. 276-278 
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2. Syirkah menjadi batal apabila salah seorang anggota syirkah 

meninggal dunia. Karena, kepemilikan anggota yang 

meninggal tersebut atas semua hartanya telah berpindah ke 

ahli warisnya. Keikutsertaannya dalam pengelolaan usaha 

juga menjadi terhenti karena kematiannya. Keberadaan 

syirkah tetap batal karena kematian, meskipun anggota lain 

tidak mengetahui kematian tersebut. Syirkah otomatis batal 

tepat pada saat salah seorang anggotanya meninggal. 

3. Syirkah menjadi batal apabila salah seorang anggotanya 

murtad dari Islam. 

4. Syirkah menjadi batal bila salah seorang menjadi gila, karena 

bila ia gila berarti hak pengelolaan usaha yang ada padanya 

menjadi hilang. 

5. Syirkah menjadi batal bila salah seorang anggota 

mengingkariya, karena pengingkaran termasuk penentangan 

yang berarti juga pembatalan.58 

 

                                                             
58 Ahmad asy-Syarbashi, Yas’alunaka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan 

Kehidupan: Jilid 3, Jakarta: Lentera, 2006, h. 184 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan kerjasama pengelolaan kebun kelapa sawit antara 

masyarakat Desa Kebun Lado dengan PT.Surya Agrolika Reksa 

adalah kerja sama dalam bentuk mukhabarah, dimana masyarakat 

sebagai pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada perusahaan 

untuk digarap, dan bibit, pupuk, pengelolaan, perawatan dan 

pemeliharaan kebun kelapa sawit merupakan bagian dari modal dan 

tugas penggarap. Yang menjadi permasalahan adalah pertama, 

dalam pembagian lahan, di mana ada lahan perkebunan dari kebun 

plasma sebagai hak milik pengelola merupakan sesuatu yang 

dilarang dalam kerjasama mukhabarah, kedua, dalam pembagian 

hasil usaha, Perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap 

penyerahan rekapitulasi hasil usaha kebun kelapa sawit kepada 

masyarakat, tidak mencantumkan keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan, hanya mencantumkan keuntungan yang diperoleh 

masyarakat dari sisa biaya operasional yang telah dikeluarkan 

perusahaan. 

2. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah tentang akad kerjasam 

pengelolaan kebun kelapa sawit antara masyarakat dengan PT.SAR 
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di Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 

Singingi belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam 

pembagian keuntungan masih terdapat unsur ketidak jelasan 

(gharar). 

 

B. Saran 

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi seluruh 

lapisan masyarakat yang bekerja di bidang pertanian maupun masyarakat 

biasa pada umumnya, yaitu:  

1. Penting untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya informasi 

mengenai metode bagi hasil dalam kerja sama perkebunan, hal ini 

diharapkan agar kedepannya tidak terjadi pertentangan antara 

praktik yang dilakukan masyarakat dengan konsep yang dianjurkan 

dalam hukum islam. 

2. Perlu adanya negosiasi diantara pihak yang bekerja sama untuk 

membuat suatu perjanjian yang seimbang, adil dan juga sesuai 

dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian 

kerja sama yang dilakukan masyarakat akan menjadi lebih terjamin 

dan dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa depan. 
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